
 
 

BUPATI TABANAN 

       

PROVINSI BALI 

 
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN  

 

NOMOR 20 TAHUN 2018 

 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2011  

TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TABANAN, 

 
Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 

tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, sudah tidak 
sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat 

ini sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 29 Tahun 2011 

tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah 
Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat 

dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958  Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 



 
 

 

                   Dengan Persetujuan Bersama 
 

      DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN 

 

     dan 
 

     BUPATI TABANAN 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan      : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2011 

TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN 

OLAHRAGA. 
 

Pasal  I 

     

Ketentuan Pasal 1 angka 6 , angka 10 diubah dan 
diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan satu angka 

yakni angka 6 a dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 

2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 

Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tabanan Nomor 17)  sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 
berikut : 

 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah  ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Tabanan. 

3. Bupati adalah Bupati Tabanan. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Tabanan. 

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di 

bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

6. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata 

Kabupaten Tabanan. 

6 a. Dinas Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan 

Kabupaten Tabanan. 

7 Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga  adalah 

pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat 
rekreasi,pariwisata,dan olahraga disediakan dan 

/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak 

termasuk yang disediakan ,dimiliki dan dikelola oleh 

Pemerintah,BUMN,BUMD ,dan pihak swasta. 

 



8 Tempat Rekreasi Dan Olahraga  adalah tempat 
rekreasi,pariwisata dan olahraga  yang 

disediakan,dimiliki dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah. 

9 Daya Tarik  Wisata yang selanjutnya disingkat DTW 

adalah segala sesuatu yang memiliki 

keunikan,keindahan dan nilai yang berupa 

keanekaragaman kekayaan alam,budaya dan hasil 
buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan 

kunjungan wisatawan. 

10 Surat Ketetapan Retribusi Daerah  yang selanjutnya 
disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang 

menentukan besarnya jumlah pajak retribusi yang 

terhutang. 

11 Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya 

disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan 

retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga 

atau denda. 

 

   

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Tabanan. 

 
 

 

 

Ditetapkan di Tabanan 
pada tanggal  24 Agustus 2018  

 

    BUPATI TABANAN, 
 

 

 
                                                                     NI PUTU EKA WIRYASTUTI  

 

 
Diundangkan di Tabanan 

pada tanggal  24 Agustus 2018 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, 

 

 

 
            I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 20 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, 

PROVINSI BALI : (20,75/2018) 



 
 

PENJELASAN 

ATAS 

 PERATURAN  DAERAH KABUPATEN TABANAN 

NOMOR 20 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  NOMOR 29 TAHUN 

2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA                                                                                                                                                                                                                                                           

 

I. UMUM 
  

          Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan 
Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 
2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga mengalami 

perubahan yang mendasar, mengikuti susunan Perangkat Daerah yang 

Baru. 

         Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 

tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga disesuaikan dengan 

ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Perangkat 

Daerah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL  
  

Pasal I  

    
Cukup jelas. 

 

Pasal II 

   
Cukup jelas. 

  

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 20 
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